
WALi KOTA MEDAN 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALI KOTA MEDAN 
NOMOR 5 TAHUN 2 0 1 9  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 7 1  
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA MEDAN, 

Menimbang : a .  bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 
kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan 
pada tahun anggaran 2019 ,  dipandang perlu 
dilakukan pergeseran antar unit  organisasi, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja, maka Peraturan 
Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2 0 1 9  perlu 
dilakukan penyesuaian baik dari pengaturannya 
maupun dari penganggarannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 1  Tahun 2018 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 20 19 ;  

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Ort Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ) ;  
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2 0 1 5  tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015  Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5698); 

4. Undang-Undang Nomor i 7 Tahun 2003 ten tang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4355 ) ; 

6. Undang-Undang Noror 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 442 1 ) ;  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tanun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 
Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3005); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 199 1  
tentang Pembentukan Kecamacan Berastagi Dan 
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta 
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, 
Kecarnatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan 
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan 
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan 
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991  Nomor 67 ) ;  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 
tentang Pembentukan 1 8  (Delapan Belas) 
Kccamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat I I  imalungun ,  Dairi, Tapanuli 
Selatan, Karo, Tapanuli 'Jtara, Tapanuli Tengab, 
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repub l ik 
Indonesia Tahun 2000 Noor 2 1 0  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ,  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Pera tu ran Pemerintah Nomor 2 1  
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 1 2 ) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indones ia Nomor 4502); 

1 7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Repub l ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 1 0 ,  
Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 
Nomor 5155 ) ;  

19. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4578 ) ;  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

3 . . ' · 1  I n d o n e s i a  T a h u n  2 0 0 5  Nomor 1 5 0 ,  
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2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;  

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2 0 1 0  
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 I O  Nomor I I 9 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  
tentang Standar Akuntansi Pemcrintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 2 3 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165) ;  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5 2 1 9 ) ;  

25. Pera tu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2  
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 2  Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 1 0 ) ;  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 1  
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 20 I I ten tang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahu n 201 I  
Nomor 450), sebagaimana teiah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 2 3  Tahun 2 0 1 8  tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 9  Nomor 15 ) ;  

29 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2 0 1 5  tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036) ;  

30. Peraturan Menteri Dalam Nege:i Nomor 38 Tahun 
2 0 1 8  ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2 0 1 9 ;  

3 1 .  Peraturan Daerah Koa Medan Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Medan Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 
Tahun 2 0 1 8  tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun 20 19  (Lembaran Daerah 
Kata Medan Tahun 2018  Nomor 4);  

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 7 

TAHUN 2018  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN 
TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9 .  

Pasal l 

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 1  
Tahun 2 0 1 8  Ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2 0 1 9  (Berita Daerah Kota 
Medan Tahun 2 0 1 8  Nomor 7 1 ) ,  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal !! 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita !Jaerah Kota Medan. 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 29 Januari 2 0 1 9  

WAL! KOTA MEDAN, 

ttd 

DZULMI ELDIN S 

Diundangkan di Medan 
pada tanggal 29 Januari 2 0 1 9  

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, 
ttd 

WIRIYA ALRAHMAN 
BERITA DAFRAH KOTA MEDAN TAHUN 2 0 1 9  NOMOR 5. 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEK?TAR'.AT DAERAH KOTA MEDAN, 
BA�S.H 
Penata Tingkat l NIP. 19620515 1 9 9 0 1 1  1  001  


